
BUPATI BANYUMAS 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS 

NO MOR 58 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUMAS, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka 

Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 

2022; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

tentang 

dalam 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 



Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6485); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 



Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 

2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 9); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Nomor 110); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 

N omor 4 Seri E); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan 



Menetapkan 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21); 

1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2021 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 53); 

18. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 40 Tahun 

2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Derah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2022 (Berita Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 41) 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022. 

Pasal 1 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yang 

selanjutnya disebut RENJA Tahun 2022, adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 

tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 

Pasal 2 

(1) Sistematika dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 disusun sebagai berikut: 

BABI PENDAHULUAN 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BABV 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

PENUTUP 

(2) Dokumen RENJA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

RENJA Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam 

menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022. 



Pasal 4 

Peratu.ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas. 

No. JA BATAN 

1. Sf'KOA 

' 2. ~~8cl•-1NC 

3. 

4. kA ~P~l/Ti 

PARAF 

,b;-

.--- - .'I'"•--· - - 4 .... ..-- __..~. ___ ,.__ 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal O 4 OCT 2021 

BUPATI BANYUMAS, 

~ 
ACHMAD HUSEIN 



Tentu saja masih banyak kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja perubahan 

Tahun 2021 , namun demikian kami tetap mengevaluasi diri dan berusaha memperbaiki pada 

waktu yang akan datang. 

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini disusun sebagai media 

pertanggungjawabkan kinerja kecamatan Wangon. Semoga melalui pelaksanaan program clan 

kegiatan dalam Renja Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 mampu mendorong 

terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju "Banyumas yang maju,Adil­

Makmur dan Mandiri". 
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BUPATI BANYUMAS 

~t\,.,,,j~..,_...­
ACHMAD HUSEIN 


